Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi

Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah (Analisis

Putusan No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln) by Layla Martama’na Suratul Fatekhah, Lutfia & , Mutimatun Ni’ami, S.H.,M.Hum
 
 
 
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI 
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH (Analisis 
Putusan No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln) 
 
 
 
 
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
 
 
Oleh : 
LUTFIA LAYLA MARTAMA’NA SURATUL FATEKHAH 
C 100.140.390 
 
 
 
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2018
 
 
i 
 
  
 
 
ii 
 
 
  
 
 
iii 
 
SD 
 
 
1 
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI 
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH (Analisis 
Putusan No.:26/Pdt.G/2014/PN.kln) 
 ABSTRAK 
Jaminan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk 
menjamin suatu hutang tertentu. Khusus untuk jaminan berupa benda tidak 
bergerak seperti hak atas tanah, maka untuk dapat digunakan sebagai jaminan 
harus dibebani hak tanggungan terlebih dahulu sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah tinjauan hukum terhadap sengketa wanprestasi hutang piutang dengan 
jaminan sertifikat tanah dengan melakukan analisis putusan 
No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Hasil penelitian telah memperoleh hasil bahwa akibat hukum terhadap sengketa 
wanprestasi hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah yang belum 
didaftarkan hak tanggungan yaitu kreditur pemegang jaminan tidak mempunyai 
kedudukan sebagai kreditur preferent, sehingga kreditur tidak mempunyai 
kedudukan yang diutamakan dalam hal pelunasan piutangnya. Oleh karena 
jaminan tidak didaftarkan hak tanggungan, maka objek jaminan tersebut tidak 
dapat di eksekusi karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang dimiliki 
oleh jaminan yang dibebani hak tanggungan. Perlindungan hukum bagi Kreditur 
atas jaminan sertifikat tanah yang belum dibebani hak tanggungan yaitu karena 
tidak adanya hak tanggungan sehingga mengakibatkan kreditur tidak mempunyai 
kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (preferent) dan apabila terjadi 
wanprestasi, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut. Akan 
tetapi kreditur tetap dapat memperoleh hak-haknya dengan cara melalui 
musyawarah secara kekeluargaan antara para pihak dengan harapan ada itikad 
baik dari debitur untuk melunasi hutangnya. Namun, apabila tidak ada itikad baik 
dari debitur, maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan 
dasar gugatan menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi sehingga dengan 
begitu debitur harus melaksanakan putusan Pengadilan tersebut dan kreditur 
memperoleh hak-haknya berupa memperoleh pemenuhan perikatan berupa 
pengembalian seluruh hutang debitur kepada kreditur yang bersangkutan. 
Kata kunci : wanprestasi, hutang piutang, jaminan, hak tanggungan. 
 
ABSTRACT 
Warranties are anything that the borrower provides to the Creditor to guarantee a 
particular debt. Especially for collateral in the form of immovable property such 
as land right, so to be used as collateral shall be burdened with prior rights in 
accordance with Law Number 4 Year 1996 concerning Mortgage Rights. The 
problem of this research is the legal review of the debtor wanprestasi debtor 
disputes with the land certificate guarantee by performing the decision analysis 
No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln. the method used in this research is normative 
juridical. Type of research in this research is descriptive research. The result of the 
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research has got the result that the effect of the law on the dispute of the debts of 
the debts receivable with the guarantee of the land certificate that has not been 
registered the mortgage right is that the holder of the guarantee does not have the 
preferred position in terms of the settlement of the receivables. Because the 
guarantee is not registered mortgage rights, then the object of the guarantee can 
not be executed because it does not have the executive power owned by the 
guarantee that is borne by the mortgage. Legal protection for the creditor on the 
guarantee of the land certificate which is not burdened by the dependent right is 
due to the absence of the mortgage so as to result in the creditor having no pisition 
as preferred creditor and in case of default, the creditor can not execute the 
guarantee object. However, creditors can still obtain their rights by way of 
deliberation in a kinship between the parties in the hope there is good faith of the 
debtor to pay off its debt. However, in the absence of goodwill of the debtor, the 
creditor can file a lawsuit to the Court on the basis of the claim that the debtor has 
defaulted so that the debtor must execute the decision of the Court and the creditor 
shall obtain his rights in the form of obtaining the fulfillment of the commitment 
in the form of repayment of all debtor’s debt to the creditor in question. 
Keywords : wanprestasi, accounts payable, guarantee, mortgages. 
 
1. PENDAHULUAN 
Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, semakin 
meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Inilah yang 
menjadi salah satu alasan masyarakat untuk berupaya memenuhi kebutuhannya 
dengan cara paling unum yaitu dengan mengajukan pinjaman di Bank. Dalam 
perjanjian pinjam meminjam di Bank, Bank memberikan kemudahan kepada 
debitur untuk melakukan pelunasan hutangnya secara kredit. Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
1
  
Dalam pemberian kredit, kreditur tidak serta merta memberikan pinjaman 
begitu saja. Kreditur harus menerapkan prinsip kepercayaan (trust) dan prinsip 
kehati-hatian (prudent) sesuai dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1992 tentang Perbankan. Bertujuan untuk mencegah terjadinya tidak terbayarnya 
hutang-hutang debitur sehingga mengakibat kreditur mengalami kerugian. 
Sehingga, dalam pemberian kredit harus diikuti dengan perjanjian pemberian 
                                                          
1
 Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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jaminan. Jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
2
 
Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua jenis jaminan yaitu 
jaminan khusus dan jaminan umum. Jaminan khusus (preferent) merupakan 
jaminan yang sudah pasti pembayarannya, dimana debitur telah menunjuk secara 
khusus jaminan untuk melunasi hutangnya. Kreditur pemegang jaminan tersebut 
berhak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur 
lainnya. Dalam hal ini dapat memberikan kedudukan kepada kreditur sebagai 
kreditur yang diistimewakan. Sedangkan jaminan umum (konkuren) merupakan 
jaminan yang tidak pasti pembayarannya, dimana kreditur tersebut sama-sama 
mempunyai hak atas pelunasan hutang seperti kreditur-kreditur lainnya. Jaminan 
tersebut diperuntukkan untuk keseluruhan hutang debitur untuk melunasi hutang-
hutangnya. 
Dalam perjanjian kredit, jaminan yang digunakan biasanya adalah benda 
tidak bergerak seperti hak atas tanah karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi 
dan nilainya tidak mungkin mengalami penurunan. sebelum sertifikat tanah 
digunakan sebagai jaminan di Bank, maka harus didaftarkan hak tanggungan 
terlebih dahulu. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1996. Pendaftaran hak tanggungan diwajibkan dalam rangka 
sebagai pemenuhan terhadap asas publisitas, yaitu agar diketahui oleh umum 
sehingga semua orang tahu bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut telah dibebani 
hak tanggungan.
3
  
Sertifikat hak tanggungan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan 
pengadilan. Sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya ataupun 
debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka kreditur dapat langsung 
                                                          
2
 Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada, hal. 6. 
3
 Septarina Budiwati, 2017/2018, “Hukum Jaminan (Hand Out)”, Surakarta : Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 11. 
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mengeksekusi jaminan yang telah diberi hak tanggungan tersebut tanpa harus 
menunggu keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai 
tinjauan hukum terhadap sengketa wanprestasi hutang piutang dengan jaminan 
sertifikat tanah dengan melakukan anlisis putusan No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Akibat hukum terhadap 
sengketa wanprestasi hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah yang belum 
didaftarkan hak tanggungan; dan (2) perlindungan hukum bagi kreditur atas 
jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan. 
Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui akibat 
hukum terhadap sengketa wanprestasi hutang piutang dengan jaminan sertifikat 
tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan; dan (2) Untuk mengetahui 
perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan sertifikat tanah yang belum 
didaftarkan hak tanggungan. Dalam dilakukannya penelitian ini akan memperoleh 
manfaat diantaranya (1) Manfaat Teoritis, meliputi (a) Penulisan penelitian ini 
diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi 
penulis dan pembaca mengenai tinjauan hukum terhadap sengketa wanprestasi 
hutang piutang dengan jaminan sertifkat tanah; dan (b) Memberikan literatur atau 
referensi terhadap pembaca. (2) Manfaat Praktis, penulisan penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan penjelasan secara umum kepada penulis dan 
pembaca, serta masyarakat mengenai tinjauan  hukum terhadap sengeketa 
wanprestasi hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah dengan melakukan 
analisis putusan No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln, sehingga dari penulisan penelitian ini 
dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat. 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pemecahan masalah dilakukan secara 
deskriptif dengan data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri dan data 
sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan 
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kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga dari metode penelitian tersebut 
dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dan dapat dibuatnya kesimpulan. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Akibat Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang 
Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Yang Belum Didaftarkan Hak 
Tanggungan 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Perkara 
No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln tentang gugatan wanprestasi hutang piutang 
dengan jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan 
dengan posisi kasus sebagai berikut :
4
 
3.1.1 Tentang pihak-pihak yang bersengketa 
Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ceper (BPR Ceper) 
merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai Kreditur 
(Penggugat), beralamat di Jalan Raya Solo-Jogya KM. 26 Ceper, 
Klaten. Sedangkan Sugianto adalah nasabah dari BPR Ceper yang 
bertindak sebagai Debitur (Tergugat I), dan Siti Mulyani adalah istri 
dari Sugianto yang memberi persetujuan dalam hal pijaman (Tergugat 
II), keduanya beralamat di Dukuh Karang, Rt 13 Rw 004, Desa Karang, 
Kec. Delanggu, Kab. Klaten. Serta Mira Tania Mulyaningsih yaitu anak 
Sugianto dan Siti Mulyani sebagai penjamin atas jaminan tersebut 
(Tergugat III). 
3.1.2 Tentang perjanjian kredit 
Pada tanggal 31 Agustus 2010, Sugianto telah mengajukan 
pinjaman kepada BPR Ceper sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima 
juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dalam 
jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu mulai 
tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2013 dengan 
angsuran tiap bulan sebesar Rp 3.208.350,- (tiga juta dua ratus delapan 
tiga ratus lima puluh rupiah). Dari hutang tersebut, sehingga dibuatnya 
surat perjanjian kredit Nomor 345/KBPR/PK-INS/VIII/2010 antara 
                                                          
4
 Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Kln 
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Sugianto dan Siti Mulyani dengan Direktur Utama BPR Ceper yaitu 
Sdr. Surata, SE.,MM. 
3.1.3 Tentang Jaminannya 
Perjanjian hutang piutang tersebut diberikannya jaminan berupa 
SHM No.610/Jaten terletak di Desa Jaten, Juwiring, Klaten, Jawa 
Tengah, gambar situasi No.: 10516/82 tertanggal 01-061982 luas 570 
m
2 
 atas nama Mira Tania Mulyaningsih, yaitu anak dari Sugianto 
dengan Siti Mulyani sebagai penjamin atas pinjaman tersebut. 
3.1.4 Tentang gugatan wanprestasi 
Sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para 
pihak bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) berkewajiban 
mengangsur kreditnya setiap bulannya sebesar Rp 3.208.350,- (tiga juta 
dua ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Akan tetapi, 
Tergugat I dan Tergugat II hanya mengangsur kreditnya sebanyak 3 
(tiga) kali yaitu angsuran 1 sebesar Rp 3.210.000,- (tiga juta dua ratus 
sepuluh ribu rupiah). Angsuran 2 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta 
rupiah), dan angsuran 3 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus 
ribu rupiah). 
Pada angsuran selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) 
telah menunggak tidak melakukan pembayaran. Pihak Penggugat 
(Kreditur) telah melakukan upaya dengan mengirimkan surat peringatan 
atau somatie akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan 
Tergugat II untuk membayar hutangnya. 
3.1.5 Tentang kerugian 
Kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II 
(Debitur) tersebut mengakibatkan Penggugat (Kreditur) mengalami 
kerugian sebesar Rp 171.888.027,- (seratus tujuh puluh satu juta 
delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) 
3.1.6 Tentang upaya hukum 
Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) telah 
menunggak tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan sesuai 
dengan surat perjanjian kredit, sehingga membuat Penggugat (Kreditur) 
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melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan 1, surat 
peringatan 2, dan surat peringatan 3, akan tetapi tidak ada itikad baik 
dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya. Sehingga 
para Tergugat (Debitur) dianggap telah melakukan wanprestasi yang 
pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 2011 Penggugat (Kreditur) 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten. 
Dalam perkara No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln, Majelis Hakim 
memutus sebagai berikut (a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
sebagian; (b) Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II 
mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 171.888.027,- 
(seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu 
dua puluh tujuh rupiah); (c) Menyatakan menurut hukum Tergugat I, 
Tergugat II adalah Tergugat yang beritikad buruk karena telah 
melakukan tindakan melawan hukum yaitu cidera janji (wanprestasi); 
(d) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutangnya 
terhitung sejak bulan Maret 2014 sebesar Rp 171.888.027,- (seratus 
tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua 
puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika sampai 
hutang dan bunga denda dibayar lunas; (e) Molak gugatan untuk selain 
dan selebihnya. 
Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 610 yang dijadikan sebagai 
objek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut belum dibebani hak 
tanggungan. Dikarenakan pada saat akan dilaksanakan pengikatan 
kredit dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertunda 
pelaksanaannya karena suami Tergugat III yaitu Sri Murtono sedang 
tugas kerja di kapal pesiar di luar negeri dan sanggup menghadirkan 
suaminya ke kantor KBPR Ceper untuk menandatangani pengikatan 
APHT di hadapan Notaris. Dan bersedia menyerahkan jaminan tersebut 
apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. 
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 4  
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, perlu dilakukannya pengikatan atas 
jaminan tersebut sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yaitu dengan 
melakukan pengikatan atau pembebanan berupa hak tanggungan. 
Pendaftaran hak tanggungan merupakan wujud pemenuhan terhadap asas 
publisitas, yaitu asas yang mewajibkan jaminan yang telah diikat sebagai 
jaminan kredit harus didaftarkan dan dipublikasikan agar semua orang tahu 
bahwa benda tersebut telah dibebani hak tanngungan.
5
 Sertifikat hak 
tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan mempunyai kekuatan 
eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan Pengadilan yang sah. 
Pendaftaran hak tanggungan sangat penting terhadap kedudukan 
kreditur pemegang jaminan. Dengan didaftarkannya jaminan sebagai hak 
tanggungan sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan, maka akan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak 
sehingga dengan lahirnya APHT dapat dipergunakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
 Pembebanan hak tanggungan 
dapat menimbulkan hak kepada kreditur untuk mendapatkan kedudukan 
sebagai kreditur preferent, dimana kreditur dapat didahulukan pelunasan 
piutangnya daripada kreditur lainnya. Ketentuan ini disebut juga dengan hak 
istimewa yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. 
Berdasarkan Putusan Pengadilan No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln, 
dimana jaminannya berupa sertifikat hak atas tanah yang belum didaftarkan 
hak tanggungan, maka hak tanggungan dianggap tidak pernah lahir. 
Sehingga mengakibatkan kreditur yang bersangkutan tidak mempunyai 
kedudukan sebagai kreditur preferent. Kreditur tersebut tidak dapat 
didahulukan dalam hal pelunasan piutangnya oleh debitur yang 
bersangkutan. 
                                                          
5
 Septarina Budiwati, 2017/2018, Hukum Jaminan (Hand Out), Surakarta : Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 27. 
6
 Lukito, Ketua Bidang Balik Nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Klaten, 
Wawancara Pribadi, Klaten, 15 Januari 2018, Pukul 09.00 WIB. 
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Hak tanggungan yang tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan 
mengakibatkan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek 
jaminan tersebut apabila debitur cidera janji/wanprestasi sesuai dengan 
Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Karena dengan tidak lahirnya APHT, sehingga objek jaminan tersebut tidak 
mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana kreditur dapat melakukan 
eksekusi terhadap objek jaminan tersebut karena sertifikat hak tanggungan 
tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh hukum tetap/sah. 
Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena jaminan tersebut belum 
dilakukannya proses pendaftaran hak tanggungan, sehingga kreditur 
pemegang jaminan tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan 
berupa SHM No. 610 dalam perjanjian kredit tersebut. 
Pada saat debitur wanprestasi dan jaminan tersebut belum dibebani 
hak tanggungan, maka diperbolehkan kreditur untuk mengganti jaminan 
tersebut dengan jaminan lain asalkan nilai jaminannya setara atau bahkan 
lebih tinggi dari hutang debitur. Dalam proses mengganti jaminan tersebut 
harus disertai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena dalam 
hal ini debitur mempunyai hak untuk menolak penggantian jaminan 
tersebut. Hal ini berlaku juga asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam 
Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Jaminan Sertifikat Tanah 
yang Belum Didaftarkan Hak Tanggungan 
Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk peran pemerintah 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk perhatian pemerintah 
kepada masyarakat yaitu seperti peran aktif pemerintah dalam kehidupan 
masyarakat dengan membuat peraturan perundang-undangan di bidan 
perbankan yang sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan 
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masyarakat dalam bertransaksi di bidang perbankan, misalnya kemudahan 
dalam perolehan fasilitas kredit. 
Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam meminjam untuk antara Bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga”.7 
 Mengingat begitu pentingnya kedudukan dana perkreditan, sehingga sudah 
menjadi hal wajib apabila pihak yang terlibat yaitu kreditur, debitur, serta 
pihak lain yang ikut terlibat dalam perjanjian kredit mendapatkan 
perlindungan hukum yang kuat. Selain itu juga kepastian hukum yang jelas 
bagi para pihak yang berkepentingan. 
Dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-undang hak tanggungan bahwa 
yang menjamin hak-hak kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya 
dari debitur ketika debitur cidera janji atau wanprestasi adalah dengan 
adanya akta autentik dalam perjanjian kredit tersebut. Akta autentik dalam 
perjanjian kredit ini dapat berupa surat perjanjian kredit dan akta hak 
tanggungan. Surat perjanjian kredit harus memuat ketentuan-ketentuan 
penting dalam pelaksanaan kredit dan janji untuk memberikan jaminan 
berupa benda tidak bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit 
tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Lahirnya Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan kreditur 
mendapatkan kedudukan sebagai kreditur preferent atau kreditur yang 
diistimewakan. Sehingga dengan kedudukan kreditur sebagai kreditur 
preferent, maka kreditur tersebut dapat melakukan eksekusi atas jaminan 
                                                          
7
 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi.
8
 Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang hak tanggungan. 
Dalam syariat islam, dikenal juga jaminan sebagai jaminan dalam 
perjanjian kredit. Hal ini telah disebutkan dalam ayat Al-qur’an Q.S Al-
Baqarah ayat 283 yang berbunyi : 
 
Artinya : 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pinjam meminjam 
yang dilakukan secara kredit (tidak secara tunai), maka atas pinjam 
meminjam tersebut hendaknya ada barang yang dijamin dengan hak 
tanggungan yang dipegang oleh kreditur. Barang jaminan merupakan 
sebagai bentuk kepercayaan suatu hutang dan apabila hutang tidak dapat 
                                                          
8
 Lukito, Ketua Bidang Balik Nama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Wawancara 
Pribadi, Klaten, 15 Januari 2018, Pukul 09.00 WIB. 
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dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka barang jaminan 
tersebut dapat dijual. 
Berdasarkan putusan pengadilan No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln, dimana 
jaminan dalam perjanjian kredit tersebut belum didaftarkan hak tanggungan, 
maka dalam hal ini kreditur tidak dapat melakukan penjualan melalui 
pelelangan umum karena kreditur tidak memiliki hak atas itu. Penyelesaian 
hanya dapat dilakukan dengan dimusyawarahkan antara kreditur dengan 
debitur yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar yang saling 
menguntungkan antara kedua belah pihak (win-win solution), baru setelah 
tidak menemukan titik terang kreditur dapat mengajukan gugatan di 
Pengadilan.
9
 
Bentuk upaya non-litigasi yang dapat dilakukan oleh kreditur seperti 
mengirimkan surat peringatan/somatie. Surat peringatan/somatie merupakan 
salah satu bentuk teguran secara tertulis, dimana hal ini dilakukan sebagai 
langkah awal bagi kreditur dalam rangka mengatasi debitur yang melakukan 
wanprestasi. Surat peringatan dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali 
setiap bulannya secara berturut-turut, dimulai sejak setelah jatuh tempo 
pembayaran cicilan namun debitur tidak membayar angsuran/cicilan 
hutangnya. 
Apabila hingga dikirimkannya surat peringatan ke-3 (ketiga) oleh 
kreditur kepada debitur yang bersangkutan tidak ada tanda-tanda debitur 
akan melakukan tanggung jawabnya untuk melunasi hutangnya, maka 
kreditur dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi yaitu 
mengirimkan gugatan ke Pengadilan dengan dasar gugatan bahwa debitur 
telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Maka, dengan 
begitu kreditur dapat menuntut kerugian atas perbuatan debitur. 
Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, 
                                                          
9
 Irma Wahyuningsih, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klaten, Wawancara Pribadi, 
Klaten, 21 Desember 2017, Pukul 10.00 WIB. 
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yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.10 
Meskipun penyelesaian sengketa wanprestasi dengan jaminan 
sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan ini diselesaikan 
dengan waktu yang lama tetapi upaya ini cukup memberikan hasil daripada 
diselesaikan secara internal antara kreditur dengan debitur. Mengingat 
dengan adanya putusan pengadilan, maka debitur harus tunduk dan taat 
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap tersebut dengan catatan kreditur dapat membuktikan tuntutannya dan 
memenangkan gugatan tersebut. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai 
tinjauan hukum terhadap sengketa wanprestasi hutang piutang dengan 
jaminan sertifikat tanah dengan melakukan analisis terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Klaten No.:26/Pdt.G/2014/PN.Kln. Maka diperoleh 
kesimpulan bahwa : 
4.1.1 Akibat hukum terhadap sengketa wanprestasi hutang piutang dengan 
jaminan sertifikat tanah yang belum didaftarkan hak tanggungan 
yaitu : 
1) Kreditur pemegang jaminan tidak mempunyai kedudukan 
sebagai kreditur preferent, sehingga kreditur tidak dapat 
didahulukan/diutamakan dalam hal pelunasan piutangnya oleh 
debitur.  
2)  Dengan tidak didaftarkannya jaminan tersebut dengan hak 
tanggungan, maka jaminan dalam perjanjian kredit tersebut 
tidak memenuhi asas publisitas. 
3)  Jaminan dalam perjanjian kredit tersebut tidak memperoleh 
kekuatan hukum yang mengakibatkan objek jaminan tersebut 
tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kreditur tidak dapat 
                                                          
10
 Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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melakukan eksekusi objek jaminan tersebut apabila debitur 
wanprestasi. 
4) Pada saat debitur wanprestasi dan jaminan belum didaftarkan 
hak tanggungan, apabila salah satu pihak ingin mengganti 
jaminan tersebut dengan jaminan lain, maka diperbolehkan 
untuk itu. Akan tetapi dengan syarat bahwa semua pihak harus 
sepakat. 
4.1.2 Perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan sertifikat tanah yang 
belum didaftarkan hak tanggungan yaitu : 
Meskipun jaminan tersebut tidak dibebani hak tanggungan 
dan kreditur tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferent, 
tetapi apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat mengeksekusi 
objek jaminan, maka kreditur masih tetap berhak atas pelunasan 
hutang debitur dengan cara : pertama, mengirimkan surat 
peringatan/somatie dengan harapan ada itikad baik dari debitur untuk 
membayar seluruh hutangnya. Kedua, mengajukan gugatan ke 
Pengadilan. Dengan dasar gugatan debitur dinyatakan telah 
melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan begitu kreditur dapat 
memperoleh kembali hak-haknya berupa pengembalian seluruh 
hutang dari debitur yang bersangkutan. 
4.2 Saran 
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat 
memberikan saran-saran kepada : 
1) Kepada bank selaku kreditur agar dalam memberikan pinjaman dapat 
memberikan pencairan dana setelah proses pendaftaran APHT selesai. 
2) Kepada pemerintah agar selalu memonitor kinerja perbankan agar 
kerugian pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dapat 
dihindari. 
3) Kepada masyarakat agar selalu mentaati perjanjian kredit yang telah 
disepakati dan selalu waspada terhadap lembaga keuangan yang 
menawarkan pencairan dana cepat tetapi mengesampingkan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
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